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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK bisa ditafsirkan 

sesuai, menurut aturan yang berlaku, dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), memberikan 

DPR untuk menggunakan haknya tersebut seperti halnya membentuk pansus hak 

angket KPK, tetapi tidak hanya terhadap KPK namun terhadap pemerintah baik 

lembaga eksekutif, namun semua lembaga negara pelaksana undang-undang, 

dengan demikian, hak angket bisa diarahkan terhadap KPK yang merupakan 

lembaga yang di bentuk oleh Undang-Undang. 

2. Polemik antar kedua lembaga ini tidak berujung tuntas, maka MK 

sangat berperan penting atas kondisi permasalahan DPR dan KPK. Maka putusan 

yang telah MK keluarkan menjadi titik temu atas masalah pandangan-pandangan 

terkait sah atau tidaknya pembentukan  pansus hak angket KPK yang di bentuk 

oleh DPR, yang dimana KPK ialah lembaga independen atau lembaga Negara 

bantu, baik secara undang-undang terkait pembentukan pansus hak angket yang di 

berikan DPR kepada KPK itu legal.  
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B. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas telah dikemukakan maka di 

anjurkan saran, dalam hal ini peran para pansus hak angket KPK untuk 

menyelidiki KPK, tetapi masyarakat pun harus mengambil peran dalam 

pengawasan pansus hak angket KPK serta pengawasan kepada KPK tersebut 

diwilayah kinerjanya tersebut, karna masyarakat sivil pun memiliki hak untuk 

mengawasi dan peka terhadap kinerja lembaga Negara (peran sayarakat dalam 

bernegara) bukan haya berperan untuk bayar pajak saja atau menaati hukum, dll. 

Peran mengawasi kinerja pemerintah sangat penting dalam bernegara serta ikut 

mengkaji peraturan-peraturan, supaya masyarakat mengerti kondisi permasalahan-

permasalahan di Indonesia dan tahu mana yang salah dan mana yang benar serta 

paham posisi permasalahan yang terus bergulir di dalam Negara ini. 

2. Mengenai permasalahan diatas dalam kasus ini sudah terjadi maka 

KPK tetap masih memiliki status lembaga independen dalam melaksanakan tugas 

dan wewenang dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberantas korupsi, serta 

bukan berarti pansus hak angket KPK menghalangi pola gerak untuk 

memberantas tindak pidana korupsi di negri ini. Beserta saya akan 

membayangkan nasib KPK ditangan DPR dan pansus hak angket akan seperti apa.
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